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The settlement is a very important topic and is widely discussed in all countries. 
This study is a study that discusses the topic of settlement using the literature 
review method. In this study, we will discuss several articles related to housing and 
try to compare with the conditions of settlements in Indonesia. The findings of this 
study are that there are two aspects of empirical research that are not found to be 
running optimally in Indonesia, namely: aspects of consumption patterns and urban 
and environmental planning. Meanwhile, the empirical condition that is under the 
conditions of housing in Indonesia is the limited quality of human resources and 
types of housing in Indonesia as well as aspects of the interaction between the 
public sector, the interaction of the private sector to increase settlement growth. 

 
 
 

Abstrak 

Pemukiman merupakan topic yang sangat penting dan banyak dibahas 
disemua negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas topic 
pemukiman menggunakan metode literature riview. Pada penelitian ini akan 
membahas beberapa artikel terkait perumahan dan mencoba membandingkan 
dengan kondisi pemukiman yang ada di Indonesia. Temuan dari penelitian ini 
terdapat dua aspek dari penelitian empiris yang tidak ditemukan berjalan 
maksimal di Indonesia yaitu: aspek pola konsumsi dan penataan kota dan 
lingkungan. Sementara itu teman kondisi empiris yang sesuai dengan kondisi 
pemukiman di Indonesia adalah adanya keterbatasan kwalitas sumber daya 
manusia dan jenis perumahan di Indoneisa serta aspek interaksi antara sektor 
publik, interaksi sektor swasta untuk meningkatkan pertumbuhan permukiman. 
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PENDAHULUAN  

Indonesia berada pada 6º LU – 11º LS dan 95º BT - 141º BT terdiri dari 34 provinsi. 
Jumlah Penduduk Indonesia adalah sebanyak 258.704.900 jiwa pada tahun 2016. Setiap 
penduduk membutuhkan rumah untuk pemukiman. Kondisi perumahan disetiap daerah di 
Indonesia berbeda sesuai dengan kondisi geografis dan kemampuan ekonomis dari masing-
masing penduduk. Pendapatan setiap penduduk dapat tergambar dari pendapatan perkapita. 
Tiga provinsi dengan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi yaitu: DKI 
Jakarta sebesar Rp. 211. 830.97 (Ribu Rupiah), Kepulauan Riau Rp. 106 785.92 (Ribu Rupiah) 
dan Riau Rp 104 961.41 (Ribu Rupiah). Hal yang sebaliknya terdapat tiga provinsi dengan 
jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah dipegang oleh provinsi: Nusa 
Temggara Timur Rp. 16 176.11(Ribu Rupiah), Maluku Rp. 21 603.97(Ribu Rupiah), dan 
Maluku Utara Rp. 24 593.08(Ribu Rupiah). Variansi pendapatan masing-masing penduduk 
menimbulkan perbedaan kemampuan penduduk dalam memiliki hunian. Indikator perumahan 
menurut Badan Pusat Statistik terdiri dari: a) persentase rumah tangga menurut status 
kepemilikan rumah sendiri, b) persentase rumah tangga menurut status kepemilikan rumah 
kontrak/sewa, c) persentase rumah tangga menurut atap terluas bukan ijuk/lainnya, d) 
persentase rumah tangga menurut dinding terluas bukan bamboo/lainnya, e) persentase rumah 
tangga menurut lantai terluas bukan tanah, f) persentase rumah tangga menurut sumber air 
minum layak, g) persentase rumah tangga menurut sanitasi layak, h) persentase rumah tangga 
menurut penerangan dan listrik PLN, i) persentase rumah tangga menurut luas hunian per 
kapita < = 7,2 m. 

Jika dilihat dari spesifikasi kepemilikan hunian maka perumahan dibagi dalam dua 
kategori: perumahan hak milik dan perumahan sewa. Perumahan hak milik adalah perumahan 
yang dimiliki oleh seseorang dapat dengan cara membayar lunas ataupun dengan cara cicilan 
dimana perumahan atas nama pribadi biasanya sudah memiliki sertifikat atas nama 
perseorangan. Penduduk ada yang memiliki perumahan pertama (rumah yang pertama kali 
dimiliki dengan menggunakan nama pribadi) dab rumah kedua dimana jumlah kepemilikan 
rumah sesuai dengan kemampuan ekonomi dari penduduk. Perumahan sewa berarti 
perumahan yang system kepemilikian bukan dimiliki oleh orang yang menempati hal ini 
berakibat pada sewaktu-waktu pemilik asset(rumah) dapat menarik asetnya kembali. 
Perumahan sewa ini biasanya banyak dijumpai pada kota-kota besar di Indonesia. Berikut ini 
tabel data kepimilikan secara mandiri dan rumah sewa menurut Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

Sumber: BPS Indonesia 
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Gambar 1. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah 
Kontrak/Sewa, 1999-2017 

 

Berdasarkan gambar diatas kabupaten/kota besar yang memiliki kepadatan penduduk 
tinggi menunjukkan angka persentase jumlah rumah sewa tinggi. Jumlah penduduk yang 
bermukim di kabupaten/kota lebih tinggi. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggal didaerah 
perkotaan disebabkan kota merupakan pusat ekonomi yang memberikan banyak peluang 
lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Indonesia 

Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah 
Milik Sendiri, 2015-2017 

 

Berdasarkan data perumahan pada tahun 2015-2017 menunjukkan fakta yang menarik 
dimana mayoritas penduduk di Indonesia memiliki rumah sendiri dibandingkan penduduk yang 
menyewa rumah. Perumahan dengan status kepemilikan sewa paling tinggi terdapat di DKI 
Jakarta dan Kepulauan Riau. Kedua daerah tersebut merupakan daerah industri diamana 
banyak terdapat tenaga kerja dengan pendapatan perkapita yang tertinggi di Indonesia. 

Beberapa kondisi perumahan yang dianalisis dibeberapa negara selain Indonesia 
berhasil dikeukan pada penelitian empiris. Yap, K. S. (2016) dalam penelitiannya menemukan 
perencanaan kota, dalam ekonomi pasar bebas, sangat penting bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah juga mengalami kekurangan perumahan. Chia, W. M., Li, M., & Tang, 
Y. (2017) mengatakan pasar perumahan Singapura memiliki sektor publik yang besar dan 
sektor swasta yang tidak dapat diabaikan. interaksi antara kedua sektor ini dan kontribusi 
fundamental ekonomi, termasuk demografi, kendala keuangan dan pasokan lahan, baik untuk 
pertumbuhan harga perumahan publik maupun swasta. Temuan penelitian ini menjelaskan 
kesenjangan ekonomi dapat mencapai sekitar 47,6% dari pertumbuhan harga perumahan 
publik dari tahun 1990 hingga 2015 dan 81,3% dari pertumbuhan harga perumahan swasta 
dari tahun 1980 hingga 2015, di mana demografi telah memberikan kontribusi terbesar, 
terhitung sekitar 60,8 dan 73,2% ke harga perumahan publik dan swasta meningkat, masing-
masing. Aquino, D. H (2018), dalam penelitiannya menemukan terjadinya kesenjangan yang 
paling jelas adalah kekurangan sumber daya manusia yang terampil, dan cakupan kode 
terbatas. Studi ini, menyediakan pemahaman tentang pengembangan rumah kokoh untuk 
negara-negara yang yang membutuhkan ketahanan perumahan. Sonje, A. A., Casni, A. C., & 
Vizek, M. (2014) lebih menegaskan berupa pengujian hubungan jangka panjang dan jangka 
pendek antara konsumsi pribadi, kekayaan perumahan, kekayaan pasar saham dan 
pendapatan.  Efek kekayaan pada perumahan jangka panjang yang moderat dikonfirmasi 
hanya untuk negara-negara maju berbasis keuangan, sementara sangat efek kekayaan 
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perumahan jangka pendek yang kuat hadir di negara maju negara-negara berbasis pasar. 
Sejauh negara-negara berkembang khawatir, bukti agak tidak meyakinkan, tetapi tampaknya 
untuk menyarankan bahwa kedua efek kekayaan itu efektif dalam jangka panjang, dengan 
kekayaan perumahan menjadi lebih dominan. 

Kondisi perumahan dibeberapa negara berdasarkan penelitian empiris diatas menjadi 
sangat kontras dan berbeda dengan kondisi perumahan di Indonesia. Kebutuhan perumahan di 
beberapa negara-negara berhubungan dengan perencanaan perkotaan, efek bursa saham, 
sektor publik, sektor swasata namun di Indonesia kebutuhan perumahan diperkirakan 
berdasarkan adanya perbedaan besarnya pendapatan. Hal ini membutuhkan analiasis lebih 
lanjut bagi permasalahan perumahan sehingga dapat segera diselesaikan. Penelitian ini akan 
memberikan kajian kondisi pemukiman penduduk kabupaten/kota di Indonesia. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penenlitian ini menggunakan analisis literature review. Literature review tidak hanya 
bermakna membaca literatur, tapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang 
penelitian sebelumnya pada suatu topik. Literature Review is a critical and in depth evaluation 
of previous research (Shuttleworth, 2009) dilengkapi data-data sekunder terkait perumahan. 
Penelitian ini menggunakan data dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Peneliti menganalisa 
perkembangan perumahan yang ada di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Kondisi 
perumahan dikaitkan dengan teori-teori tentang perkembangan perumahan yang dikaitkan 
dengan kondisi ekonomi masyarakat. Data dari jumlah PDRB Indonesia dan tinjauan dari 
literature akan menajdi bahan kajian dan akan dianalisi dengan temuan empiris dari beberapa 
penelitian terdahulu pada beberapa negara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kondisi perumahan dibeberapa negara berdasarkan beberapa temuan empiris 
memberikan temuan yang berbeda-beda pada beberapa negara. Setiap negara memiliki aspek 
yang spesifik dan unik namun mampu mempengaruhi kondisi pertumbuhan perumahan 
dimasing-masing negara. Yap, K. S. (2016) menitik beratkan perencanaan kota, dalam ekonomi 
pasar bebas, mempengaruhi penghasilan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan 
rendah pasti mengalami kekurangan perumahan. Chia, W. M., Li, M., & Tang, Y. (2017) 
Interaksi antara sektor publik dan swasta ini dan kontribusi fundamental ekonomi, termasuk 
demografi, kendala keuangan dan pasokan lahan, baik untuk pertumbuhan harga perumahan 
publik maupun swasta. Temuan penelitian ini menjelaskan kesenjangan ekonomi 
mempengaruhi permintaan perumahan dimana demografi telah memberikan kontribusi 
terbesar, ke harga perumahan publik dan swasta meningkat. Aquino, D. H (2018), mengatakan 
kesenjangan berupa kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dan cakupan tipe 
peruumahan terbatas menjadi tantangan pengembangan rumah kokoh untuk negara-negara 
yang membutuhkan perumahan berkwalitas. A. A., Casni, A. C., & Vizek, M. (2014) 
menegaskan terdapat hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara konsumsi pribadi 
yang berdampak pada kemampuan penduduk untuk memiliki tempat tinggal. Konsumsi pribadi 
yang relative besar dalam jangka panjang dapat mengurangi income yang berimbas pada 
penurunan kemampuan memiliki tempat tingggal. 

Kondisi yang ada pada penelitian empiris jika ditarik dengan kondisi pertumbuhan 
perumahan yang ada Di Indonesia sedikit mengalami perbedaan. Jumlah penduduk di 
Indonesia sebesar 258.704.900 jiwa pada tahun 2016. Jumlah penduduk di Indonesia lebih 
besar dibandingkan dengan penduduk di Singapura dan beberapa, jepang dan korea yang ada 
pada penelitian empiris. Pertama perencanaan kota yang ada di Indonesia sudah mulai ditata 
oleh pemerintah walupun penataannya amsih belum maksimal seperti perencanaan tata kota 
yang ada di Singapura, Jepang dan Korea. Bukti penataan yang ada di Indonesia pemerintah 
mulai menata kawasan industri dan membedakannya dengan kawasan pemukiman serta 
kawasan perkantoran namun yang kurang maksimal ditata adalah kawan serapan air dan 
pengelolaan irigasi dan saluran air yang ada di perkotaan. Akibat kurang maksimalnya 
penataan daerah perkotaan rentan mengalami banjir. Kedua Ekonomi pasar bebas khusus di 
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Indonesia tidak terlalu memberikan pengaruh besar hal ini dikarenakan pendapatan penduduk 
mayoritas berasal dari sektor pertanian dimana pendapatan diperoleh dari hasil bumi tanpa ada 
proses pengolahan lebih lanjut. Sektor kedua yang memberikan kontribusi besar adalah sektor 
perdagangan dan jasa. Besarnya pendapatan masyarakat dapat tercemin dari nilai Produk 
Domestik Bruto tiga tahun terakhir.  Perncanaan kota dan pasar bebas tidak memiliki kontribusi 
secara langsung pada pendapatan masayarakat sehingga imbas pendapatn tidak secara 
langsung berpengaruh pada pertembuhuan peruhamahan. 

 

Tabel 1. 

Produk Domestik Bruto (PRDB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis terhadap penelitian yang dilakukan oleh Chia, W. M., Li, M., & Tang, Y. (2017) 
terkait interaksi sektor publik dan sektor swasta yang mempengaruhi ekonomi dan terkait 
dengan permintaan perumahan terjadi juga di Indonesia. Peran sektor swasta dalam 
pembangunan perumahan (landed dan vertical house) sangat dirasakan oleh masyarakat 
tertama atas ketersediaan rumah dengan harga terjangkau. Ukuran rumah minimal dalam 
sebuah perumahan ditawarkan dengan harga dan fasilitas yang cukup memadai sehingga 
menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Disamping ketersediaan landed dan vertical 
house dukungan dari sektor publik memberikan dampak positip bagi pertumbuhan pemukiman 
di Indonesia. 

Fasilitas publik yang mendukung diantaranya jalan raya, sarana kesehatan, pendidikan, 
sarana irigasi dll. Ketika semua fasilitas publik tersedia maka pihak swasta akan berusaha 
meningkatkan jumlah pembangunan perumahan. Khusus untuk dikota fasilitas perumahan yang 
dibangun berupa vertical house hal ini dikarenakan keterbatasan lahan perumahan. 

Kondisi penemuan empiris Aquino, D. H (2018), sesuai dengan kondisi yang ada di 
Indonesia dimana kesenjangan kwalitas sumber daya manusia yang ada di daerah perkotaan 
(khususnya di Pulau Jawa) lebih banyak dibandingkan sumber daya manusia yang ada di 
daerah. Aspek kedua berupak keterbatasan type perumahan yang tersedia di daerah relative 
lebih sedikit dibandingkan diperkotaan. Pilihan perumahan masyarakat terbatas dikarenakan 
kemampuan dari kontraktor atau pihak swasta yang ada didaerah lebih rendah. Para pekerja 
konstruksi di daerah menggunakan teknik dan bahan konstruksi yang lama. Fasilitas yang 
ditawarkan dari perumahan yang ada didesa terbatas pada fungsi rumah sebagai tempat 
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tinggal. Fungsi rumah didaerah perkotaan tidak hanya sebagai tempat hunian namun digunakan 
sebagai lokasi menjalankan bisnis sehingga menambah pendapatan penduduk. 

Hasil dari A. A., Casni, A. C., & Vizek, M. (2014) yang menekankan terdapat hubungan 
jangka panjang dan jangka pendek antara konsumsi yang akan berimbas pada kemampuan 
memiliki perumahan. Konsumsi masyarakat yang ada di Indonesia sangat tinggi hal ini 
tercermin dari lagu pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh besarnya konsumsi. Ketika 
konsumsi masyarakat dalam jangka pendek meningkat hingga batas tertentu tidak akan 
mengganggu kemampuan memiliki tempat tinggal. Hal yang berbeda terjadi ketika tingkat 
konsumsi mayarakat yang cukup tinggi dalam jangka panjang terus-menerus terjadi akan 
mengakibatkan berkurangnya kemampuan masyarakat membeli tempat tinggal yang layak. 

Peningkatan pendapatan tidak seimbang dengan peningkatan nilai jual dari perumahan 
sehingga masyarakat harus mampu dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Khusus pada 
kasus pola konsumsi masyarakat Indonesia belum mampu mengelola dengan bijaksana 
berbeda dengan negara Korea yang memiliki tinggkat pendapatan yang lebih besar dengan 
tingkat konsumsi sehingga sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki tempat 
perumahan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pertumbuhan perumahan (tempat tinggal) Di Indonesia memiliki perbedaan dengan 
beberapa kondisi negara di Singapura, Korea dan Jepang. Kedua aspek yang berbeda adalah: 
pola konsumsi dan penataan kota dan lingkungan. Kedua hal ini berpeluang untuk menghambat 
pertumbuhan perumahan yang ada di Indonesia. Aspek yang sesuai antara temuan empiris 
dengan kondisi di Indonesia berupa: keterbatasan kwalitas sumber daya manusia dan jenis 
perumahan juga terjadi di Indoneisa. Aspek yang sesuai lainnya berupa interaksi antara sektor 
publik, interaksi sektor swasta. Kerjasama ini sudah berjalan baik sehingga mempercepat 
proses pertumbuhan perumahan di Indonesia kendati hal ini bukan menjadi satu-satunya faktor 
yang menentukan pertumbuhan dari perumahan. Tidak semua kondisi temuan dari penelitian 
empiris sesuai dan dapat diterapkan di Indonesia hal ini karena Indonesia memiliki karakteristik 
khusus yang berbeda dengan kondisi daerah penelitian baik dari sisi budaya, letak geografis 
maupun kondisi ekonomi yang sangat berbeda. 

 

Saran 

Dibutuhkan perencanaan perkotaan dan pengaturan pola konsumsi dari masayarakat. 
Perencanaan perkotaan harus mempertimbangkan daerah resapan air, system pengairan dan 
tata peruntukan kawan disetiap daerah naik di perkotaan maupun pedesaan. Pola konsumsi 
dari masayrakat harus diarahkan pada konsumsi barang investasi sehingga kemampuan 
memiliki perumhan dapat meningkat. Keterbatasan Sumber daya manusia dan type perumahan 
harus dipernaiki dengan memberikan pemerataan kwalitas sumber daya manusia melalui 
peningkatan kwalitas perguruan tinggi didaerah. Diharapkan lewat peningkatan kwalitas 
perguruan tinggi akan mendorong inovasi dari kontraktor untuk membangun type perumahan 
yang bervariasi di daerah. 
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